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PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi Xlll DPR RI
dengan Komnas HAM dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia, dipimpin Dr.
Andreas Hugo Pariera/ Wakil Ketua Komisi XIll DPR RI/ F. PDI P dimulai pukul
13.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Agenda Rapat adalah : Audiensi terkait Ditahannya Hak Asasi Dokter Muda
Setelah Menyelesaikan Studi Pendidikan Kedokteran dan Penahanan Sertifikat

Profesi serta Dampaknya

KESIMPULAN RAPAT :

Komisi Xlll DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Komnas HAM dan
Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI). Berdasarkan hasil rapat tersebut,

disimpulkan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Merekomendasikan Komnas HAM untuk melakukan pemantauan terkait aspek
Hak Asasi Manusia dalam bidang pendidikan dan profesi kedokteran,
khususnya dalam pemenuhan hak untuk bekerja sesuai dengan pendidikan
dan kompetensi yang dimiliki, serta menyampaikan hasil kajian tersebut
kepada Kementerian / Lembaga terkait dan Komisi Xl DPR RI.

2. Komnas HAM berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, Kolegium Dokter, |katan Dokter Indonesia (IDI), dan Konsil
Kesehatan Indonesia (KKI) guna memperoleh penyelesaian tuntas terhadap

permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan oleh PDMI.

3. Komisi Xlll DPR RI merekomendasikan:
1. Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi dan
sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan Pendidikan dan Profesi
Dokter.




2. Kementerian Sekretariat Negara mengoordinasikan lintas Kementerian /
Lembaga yang berkaitan dengan Pendidikan dan Profesi Dokter.
3. BPIP menyusun kajian kebijakan berdasarkan nilai - nilai pancasila yang

berkaitan dengan Pendidikan dan Profesi Dokter.

lll.  PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 18 Juni 2026
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